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KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45, Pasal 64,

Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang

Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,

Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan

Keluarga Berencana Nasional tentang Sistem Informasi

Keluarga;

1.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5080);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5614);
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Menetapkan

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden
Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,
Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Kementerian, sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan
Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013

Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG SISTEM
INFORMASI KELUARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini, yang dimaksud dengan :

1.

Sistem Informasi Keluarga, yang selanjutnya disebut
SIGA adalah seperangkat tatanan yang meliputi data,
informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan
sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola
secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau
keputusan yang berguna dalam mendukung

pembangunan keluarga.



2017, No. 202

Data dan Informasi Keluarga adalah data dan informasi
hasil pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta
penyebarluasan data berdasarkan Pendataan Keluarga.
Data Rutin adalah data yang dikumpulkan secara
berkala sesuai dengan jangka waktu yang telah
ditetapkan.

Data Nonrutin adalah data yang dikumpulkan sewaktu-
waktu sesuai kebutuhan dan prioritas pembangunan
keluarga yang ditetapkan pemerintah.

Pengelolaan Data Rutin Pendataan Keluarga adalah
suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan,
pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang
berkaitan dengan data rutin Pendataan Keluarga dan
pemutakhirannya, dilakukan mulai dari lini lapangan
sampai tingkat Pusat sesuai dengan sistem yang telah
ditetapkan.

Pengelolaan Data Rutin Pelayanan Keluarga Berencana
adalah suatu kegiatan yang berhubungan dengan
pencatatan, pengumpulan, pengolahan, analisis, serta
penyajian yang berkaitan dengan data rutin pelayanan
Keluarga Berencana, dilakukan mulai dari tempat
pelayanan Keluarga Berencana sampai tingkat Pusat
sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Pengelolaan Data Rutin Pengendalian Lapangan adalah
suatu kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan,
pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian yang
berkaitan dengan data rutin Pengendalian Lapangan,
dilakukan mulai dari lini lapangan sampai tingkat Pusat
sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

Data Khusus adalah data sasaran khusus, faktor risiko,
lingkungan keluarga, dan lainnya yang mendukung
program  pengendalian penduduk dan  Keluarga
Berencana.

Data Luar Biasa adalah data yang dikumpulkan dalam
keadaan tertentu, antara lain keadaan luar biasa, wabah,
bencana, dan kedaruratan program pengendalian

penduduk.
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10.

11.

12.

13.

14.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional,
yang selanjutnya disebut BKKBN adalah Lembaga
Pemerintah Non Departemen Indonesia yang bertugas
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga.

Nomor Induk Kependudukan, yang selanjutnya disebut
NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik
atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
terdaftar sebagai penduduk Indonesia, sesuai yang
tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu
Keluarga (KK).

Kode Keluarga Indonesia, yang selanjutnya disebut KKI
adalah hasil registrasi keluarga Indonesia yang terdata
pada Basis Data Keluarga Indonesia, kemudian di-
generate berdasarkan nomor urut Basis Data Keluarga
Indonesia dalam satuan wilayah desa/kelurahan.
Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan
yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya
pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
Fasilitas Kesehatan yang dimaksud disini adalah Fasilitas
Kesehatan yang melakukan  pelayanan  Keluarga
Berencana.

Pengelola SIGA adalah sumber daya manusia yang

bertanggung jawab dalam pengelolaan SIGA.

BAB II
PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan SIGA harus dilakukan berdasarkan

pada prinsip, yang meliputi:

a.
b.

C.

pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi;
keamanan dan kerahasiaan data;

standardisasi;
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integrasi;
kemudahan akses;
keterwakilan; dan

etika, integritas, dan kualitas.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Kepala Badan tentang SIGA adalah:

a.

memberikan panduan dan acuan secara rinci dalam
pengelolaan SIGA bagi pengelola SIGA tingkat Pusat
hingga lini lapangan;

tersedianya Data dan Informasi Keluarga by name by
address yang dapat diakses secara bersama, serta dapat
di-update secara realtime;

terselenggaranya SIGA yang terintegrasi dengan
memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi;
dan

SIGA dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan,
pengukuran kinerja, dan peta kerja pada setiap tingkatan
wilayah Program Kependudukan, Keluarga Berencana,

dan Pembangunan Keluarga.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan SIGA dalam Peraturan Kepala

Badan ini meliputi:

o P

oo a0

kriteria dan standar data keluarga;
pengumpulan data keluarga;

pengolahan data keluarga;

penyebarluasan data keluarga;

penyimpanan data keluarga;

keamanan dan kerahasiaan data keluarga; dan

sumber daya manusia.



